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bahwa meningkatkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah 

yang harus dipenuhi berdasarkan ukuran-ukuran yang 

dapat dijadikan pedoman dan dilakukan secara berkala, 

terstruktur serta memiliki penanggungjawab yang jelas, 

dituangkan dalam dokumen Standar Pelayanan                 

Minimal (SPM); 

bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota 

Tanjungpinang dalam menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) 

dituntut untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja 

keuangan dan manfaat bagi masyarakat; 

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan 

menyesuaikan dengan kondisi perkembangan pelayanan 

bagi kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan 

perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 

2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Tanjungpinang; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam  huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 

Umum Daerah Kota Tanjungpinang; 

 



Mengingat : 1. 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997  tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3687); 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 3821); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234); 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia   Nomor 5679); 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3637); 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman  Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor  150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4585); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan  Umum Daerah (PPK-BLUD); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian 

Standar Pelayanan Minimal; 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran 

Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10); 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan  Tata Kerja Rumah Sakit 

Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang 

Tahun 2012 Nomor 10); 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

228/Menkes/SK/III/2002  tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 

Yang Wajib Dilaksanakan Daerah; 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

703/MENKES/SK/IX/2006/ tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi 

Pemerintah Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan; 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan 



Minimal Rumah Sakit; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA 

TANJUNGPINANG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
 

1.  Daerah adalah Kota Tanjungpinang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang. 

6.  Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Kota Tanjungpinang. 

7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur 

kinerja dalam capaian jenis dan mutu pelayanan dasar dan lanjutan  yang 

merupakan urusan wajib daerah. 

8.  Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 

keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap 

perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

(1) Pengaturan SPM bermaksud untuk memberikan pelayanan atau kegiatan 

minimal  yang harus dilakukan rumah sakit sebagai tolok ukur kinerja 

dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan kesehatan rujukan di 

RSUD. 

(2) SPM bertujuan untuk terlaksananya: 

 a.  peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan rumah sakit 

yang bermutu dan terjangkau; 

 b. kegiatan peningkatan mutu keberlanjutan yang sesuai standar    berbasis 

profesionalisme dengan tetap mengutamakan masalah aksesibilitas 

masyarakat; dan 



Ditetapkan di Tanjungpinang 
pada tanggal 20 November 2015 

WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

 

 

        LIS DARMANSYAH 

Diundangkan di Tanjungpinang 
pada tanggal 20 November 2015 

SEKRETARIS DAERAH  KOTA  TANJUNGPINANG, 
 

 

 

RIONO 
       

 

 c. pelayanan rujukan yang tepat guna dan sesuai dengan tuntutan diwilayah 

Kota. 

 

BAB III 
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

Pasal 3 

Pelaksanaan dan pemberlakuan SPM RSUD  sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran ini yang merupakan satu kesatuandan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota. 

Pasal 4 

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan SPM akan ditetapkan dengan Keputusan 

Direktur RSUD.  

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 5 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 37 

Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Tanjungpinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2015 NOMOR 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ditetapkan di Tanjungpinang 
       pada tanggal 
 

WALIKOTA TANJUNGPINANG, 
 
 
 

Hj. SURYATATI A. MANAN 
 


